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TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
. KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 235
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan
bahwa maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis
yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji
yang terdapat dalam standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan
bahwa  Penyelenggara  berkewajiban  menyusun,
menetapkan, dan memublikasikan maklumat
pelayanan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan
. bahwa Penyelenggara berkewajiban menyusun dan
menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan
pernyataan kesanggupan penyelenggara  dalam
melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan;

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, maka
perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5459);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 885)

13. Peraturan No. 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12
Seri D.7);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022
Nomor 1});

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Cirebon, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU memuat Pernyataan janji dan kesanggupan untuk
melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan,
Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan
kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-
menerus, dan Pernyataan kesediaan untuk menerima
sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila
pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.



L C

KETIGA

Tembusan :

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal & Januari 2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PI

DEDE SUDIONO,ST., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700421 200312 1 004

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;



Lampiran | : | Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Cirebon

Nomor : | 800/ 48 /2023

Tanggal : | 2 Januari 2023

Dengan Ini Kami Menyatakan :
Sanggup Melaksanakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan.
Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Kewajiban Dan Akan Melakukan Perbaikan Secara Terus

Menerus.
Bersedia Untuk Menerima Sanksi, Dan/Atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang
Diberikan Tidak Sesuai Standar Pelayanan.

Muatan Maklumat Pelayanan Publik :

1.

Jenis Pelayanan yang disediakan

Jenis Layanan Perizinan Berusaha terdiri dari : 9 Sektor Kegiatan Usaha dengan total 1.057 KBLI
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk Perizinan Berusaha 37 jenis Perizinan dan 1 jenis
Non Perizinan Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 115 Tahun 2022
tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

Syarat dan Prosedur, Biaya dan Waktu

Sebagaimana termuat dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 503/Kep.441-DPMPTSP/2022 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

Hak dan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Warga Masyarakat

Sebagaimana termuat dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Penanggung Jawab Penyelenggara Pelayanan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
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